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1 Karena yang diatur dalam Peraturan Rektor ini adalah bukan hanya larangan merokok tetapi juga
meliputi pelarangan iklan, promosi dan sponsor produk tembakau termasuk CSR Industri produk Tem-

bakau maka judul Peraturannya bisa disebut juga “Peraturan Rektor tentang Tobacco Free Campus”.




RANCANGAN PERATURAN REKTOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG KAMPUS TANPA ROKOK
REKTOR UNIVERSITAS/SEKOLAH
TINGGI ...

Menimbang:

a. Bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat
mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu,
masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya
pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
b. Bahwa tidak ada batas aman terhadap paparan
asap rokok orang lain dan sistem ventilasi tidak
efektif sehingga tetap akan membahayakan keseha-
tan masyarakat;

c. Bahwa Kampus sebagai bagian dari masyarakat
wajib mewujudkan mutu lingkungan hidup yang
sehat dan melindungi kesehatan masyarakat dari
bahaya rokok, sehingga tercapai derajat kesehatan
individu, keluarga, dan masyarakat yang optimal;
d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115
ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan;

e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud pada hurufa, b, c dan d perlu membentuk Pera-
turan Rektor tentang Kampus Tanpa Rokok.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Nega-
ra Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 4301)

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Neg-
ara Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten-
tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pen-
didikan:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
No 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanga-
nan Benturan Kepentingan

11. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...
Nomor .... tahun ... tentang Kawasan Tanpa Rokok
12. Keputusan Rektor Universitas ... Nomor ... ten-
tang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universi-
tas...;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN REKTOR
TENTANG KAMPUS TANPA ROKOK

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud
dengan :

1. Universitas ... adalah kawasan yang pengelo-
laannya di bawah kewenangan Universitas ... me-
liputi kampus ... dan ...

2. Rektor Universitas ... yang selanjutnya disebut
Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggu-
ngjawab kegiatan yang memberikan arahan serta
kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma,
dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas
dasar persetujuan senat.

3. Kawasan Tanpa Rokok Universitas ... yang se-
lama ini disingkat KTR adalah semua properti di
kampus yang meliputi namun tidak terbatas pada
tempat kerja, ruang kuliah, koridor, tempat ting-
gal (asrama), ruang makan, ruang cuci, lapangan
olah raga, area perakitan, pintu masuk gedung
serta kendaraan yang dimiliki, disewa atau dise-
wa oleh Universitas dan/atau area di lingkungan-
Peraturan Rektor tentang Kampus Tanpa Rokok.
Universitas ... yang dinyatakan dilarang untuk ke-
giatan produksi, penjualan, iklan/ promosi, spon-
sor produk rokok dan/atau penggunaan rokok.

4. Kampus Tanpa Rokok Universitas ....... yang se-
lanjutnya disebut juga KTR adalah Kawasan Tanpa
Rokok yang disertai dengan Larangan kerjasama
dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya me-
nerima CSR industri produk tembakau

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus
meliputi namun tidak terbatas pada rokok elek-
tronik, shisha, cerutu atau bentuk lainnya seperti
rokok tradisional yang dilinting menggunakan ba-
han baku daun jagung yang dikeringkan yang di-
hasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nico-
tiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya
yang mengandung nikotin dan tar dengan atau
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tanpa bahan tambahan, sebagaimana dimaksud
oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

6. Setiap orang adalah perorangan atau badan
hukum;

7. Warga Universitas ... adalah mahasiswa, tena-
ga pendidik (dosen), dan tenaga kependidikan
(karyawan) lainnya yang selanjutnya disebut ci-
vitas akademica.

8. Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit
kerja adalah pimpinan/pejabat yang membawa-
hi unit kerja di Pusat Administrasi Universitas,
Fakultas, Vokasi, dan di Lembaga-lembaga yang
ada di Universitas.

9. Koordinator Tim Kerja KTR adalah pimpinan tim
kerja yang menyusun dan melaksanakan petun-
juk teknis KTR yang ditetapkan dengan Keputusan
Rektor.

10. Tim Kerja KTR adalah Tim Pelaksana penera-
pan KTR di Kampus.

11. Merokok adalah kegiatan memiliki atau meme-
gang kendali atas rokok yang dinyalakan (diba-
kar), terlepas dari apakah asapnya secara aktif
dihirup atau dihembuskan, atau tidak.

12. Asap Rokok Orang Lain adalah asap yang kel-
uar dari rokok yang menyala atau yang dihembus-
kan oleh perokok.

13. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang
yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh
satu dinding atau lebih, terlepas dari material
yang digunakan dan struktur permanent atau se-
mentara.

14. Tempat Khusus Merokok adalah tempat atau
area terbuka yang diperuntukkan khusus untuk
kegiatan merokok.?

15. Iklan dan promosi rokok dan produk sejenisn-
ya adalah setiap bentuk komunikasi komersial,
rekomendasi, atau tindakan yang bertujuan, be-
rakibat, atau kemungkinan berakibat mengenal-
kan rokok dan produk sejenisnya atau menggu-
nakan rokok dan produk sejenisnya baik langsung
maupun tidak langsung.

16. Sponsor rokok dan produk sejenisnya adalah

?Definisi ini adalah masukan yang merupakan konsekuensi dari
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/PUU-XI/2011



setiap bentuk kontribusi terhadap individu atau
kelompok, kegiatan, atau acara yang bertujuan,
berakibat, atau kemungkinan berakibat atau
dapat mempromosikan rokok dan produk se-
jenisnya dan/atau penggunaannya, baik langsung
maupun tidak langsung.

17. Industri Produk Tembakau adalah adalah peru-
sahaan, organisasi, badan, asosiasi dan individu
yang bekerja untuk dan/atau atas nama industri
produk tembakau meliputi namun tidak terbatas
pada perusahaan rokok, pedagang besar, distrib-
utor, importir daun/produk tembakau, penjual
eceran, kelompok lini depan dan individu/organ-
isasi lain termasuk tapi tidak terbatas pada ahli

hukum/adovokat, ilmuwan dan pelobiyang beker-
ja untuk kepentingan industri produk tembakau.

BAB 11
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2
Penetapan Kampus Tanpa Rokok berazaskan:
1. perlindungan kesehatan dan lingkungan;
. kemanfaatan umum;
. keterpaduan dan keserasian;
. partisipatif
. keadilan;

oA W N

. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kampus Tanpa Rokok bertujuan untuk:
1. pemenuhan hak atas kesehatan serta pening-
katan derajat kesehatan dengan memberikan ru-
ang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi
civitas academica dan masyarakat;

2. memberikan perlindungan yang efektif kepa-
da civitas academica dan masyarakat dari baha-
ya asap rokok orang lain baik langsung atau tidak
langsung;

3. melindungi civitas academica dari penggu-

naan rokok (tembakau) atau dari upaya untuk
mendukung dalam bentuk dan cara apapun ter-
hadap industri produk tembakau dalam penjual-
an, iklan, promosi, sponsor dan kerjasama dalam
bentuk apapun termasuk di dalamnya meneri-
ma CSR industri produk adiktif yang mematikan
tersebut.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4
Prinsip Penetapan Kampus Tanpa Rokok adalah:
1. 100% bebas asap rokok
2. Larangan melakukan kegiatan memproduk-
si, menjual, mengiklankan, dan/atau mempro-
mosikan rokok serta sponsor termasuk CSR di
Kampus Tanpa Rokok.
3. Mencegah adanya benturan kepentingan den-
gan Industri Produk Tembakau

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Setiap orang dilarang merokok di Kampus tanpa
Rokok

Pasal 6

(1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan
menikmati udara yang bebas dari asap rokok,
dan berhak atas informasi dan edukasi yang be-
nar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya
untuk kesehatan

(2) Setiap orang wajib memelihara lingkungan
yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok
di ruang atau area yang ditetapkan sebagai Kam-
pus Tanpa Rokok.

Pasal 7
(1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Unit
Kerja wajib menerapkan pelaksanaan KTR di unit
kerjanya masing-masing.
(2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Unit
Kerja wajib melakukan pengawasan internal atas
terselenggaranya KTR.
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(3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Unit
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berke-
wajiban untuk:

a. Memasang tanda rambu “dilarang merokok”
dan/atau “area merokok” pada masa transi-
si peraturan ini , sesuai persyaratan dengan
format, isi, desain, ukuran, tampilan, dan di
lokasi yang ditentukan dalam Peraturan Rek-
tor ini;

b. Melarang adanya asbak di Kampus Tanpa
Rokok;

c. Melarang setiap orang yang merokok di Kam-
pus Tanpa Rokok;

d. Melarang adanya tempat khusus merokok di
Kampus Tanpa Rokok

e. Melarang dan/atau tidak membiarkan setiap
orang yang memproduksi rokok di Kawasan
Tanpa Rokok;

f. Melarang dan/atau tidak membiarkan setiap
orang untuk menjual rokok di Kawasan Tanpa
Rokok

g. Melarang dan/atau tidak membiarkan setiap
orang untuk mengiklankan, mempromosikan
dan/atau memberikan sponsor kegiatan di
kampus.

h. Melarang semua bentuk kerjasama apap-
un dengan industri hasil tembakau dan/atau
dengan institusi yang citranya terkait dengan
rokok, termasuk namun tidak terbatas pada;
dana penelitian, beasiswa, pengembangan in-
frastruktur dan sarana pendidikan, pengem-
bangan staf, promosi pengembangan karier,
seminar, lokakarya dan investasi instistusi di
bisnis hasil tembakau.

i. Menerima dan menindaklanjuti
dari masyarakat dan mengambil tindakan yang
diperlukan untuk memastikan kepatuhan, dan
melakukannya tanpa ancaman eksplisit atau
implisit atau tindakan pembalasan terhadap
pengadu.

pengaduan

BAB IV
KAMPUS TANPA ROKOK
Pasal 8
(1) Rektor ... menetapkan Kampus Tanpa Rokok.
(2) Kampus Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:

FAKTA — ITCLRC @2017 | Version 10 October 2017

Ruang kuliah

Ruang kerja dosen

Ruang kerja unit pelaksana

Ruang kerja adminsitrasi

Gedung Rektorat

Selasar dengan atap

Tangga/lift

Halte bis kampus

Perpustakaan

J- Laboratorium

k. Kantin (Area makan) dan asrama (penginapan)

l. Toilet dan ruang ganti;

m. Area yang ramai di luar ruangan termasuk
lapangan olah raga;

n. Jalan setapak dan pintu masuk terbuka yang
digunakan oleh orang untuk mengakses dan
keluar dari gedung, dan

0. Tempat beratap lainnya yang berada di lingkun-

gan kampus tempat lainnya yang ditetapkan.

S0 e a0 T W

Pasal 9

(1) Khusus bagi tempat tertentu yang spesi-
fik dan hanya bersifat sementara selama waktu
transisi pemberlakuan Peraturan Rektor ini, Rek-
tor melalui Pimpinan dan/atau Penanggungjawan
Unit Kerja dapat menyediakan tempat khusus
merokok.?

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pers-
yaratan:

a. merupakan tempat terbuka di luar gedung.

b. terpisah secara fisik dan terletak minimal
10 meter dari gedung.

C. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan

d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

3 Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor
57/PUU-XI/2011



BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENEGAKKAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10
(1) Rektor melakukan pembinaan umum atas ter-
wujudnya Kampus Tanpa Rokok.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat ditugaskan kepada Wakil Rektor
Bidang....... yang meliputi:

a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi
melalui media cetak, penyiaran, elektronik
yang dilakukan secara berkala;

b. Koordinasi dengan seluruh Pimpinan dan/atau
Penanggung jawab Unit Kerja.

c. Memotivasi dan membangun partisipasi, pra-
karsa civitas academica dan masyarakat untuk
hidup sehat tanpa asap rokok dengan melaku-
kan kampanye Kawasan Tanpa Rokok.

d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang ter-
kait dengan perlindungan masyarakat dari pa-
paran asap rokok.

e. Bekerja sama dengan perorangan,
badan atau lembaga-lembaga nasional mau-

pun internasional.

badan-

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11
(1) Rektor melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Kampus Tanpa Rokok.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dapat ditugaskan kepada Wakil Rektor Bidang

(3) Tanggungjawab pelaksanaan pengawasan
adalah Pimpinan dan/ atau Penanggungjawab
Unit Kerja.

(4) Pelaksana tugas harian pengawasan adalah
Tim Kerja Fakultas dibawah Koordinator Tim Kerja
Universitas

(5) Tim Kerja Fakultas bertanggungjawab secara
administratif kepada Pimpinan dan/atau Penang-

gungjawab Unit Kerja dan secara fungsional ke-
pada Koordinator Tim Kerja Universitas.

(6) Tim Kerja dibantu oleh Satuan Tugas yang
ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau Penanggung-
jawab unit kerja.

(7) Satuan Tugas Pengawasan KTR diwajibkan
mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan
Rektor ini, mekanisme pengawasan dan penega-
kan hukumnya.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas
Pengawasan wajib membawa identitas pengawas
dan/atau atribut lainnya yang harus ditunjukkan
saat melaksanakan tugasnya.

(9) Hasil pengawasan kepada
Pimpinan dan/atau Penanggungjawab unit kerja
setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(10) Penanggungjawab pengawasan dan Koordi-
nator Tim Kerja ditetapkan dengan surat Rektor
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak disahkan-
nya peraturan ini.

dilaporkan

Pasal 12

(1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengar-
ahkan Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Unit
Kerja untuk mengefektifkan tempat-tempat yang
dimiliki atau dikelolanya agar benar-benar bebas
dari asap rokok.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan:

a. kunjungan ke lokasi Kampus Tanpa Rokok dan/
atau Tempat Khusus Merokok.

b. menegur lisan atau memberi arahan kepada
Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Unit
Kerja, memberikan berita acara pelanggaran
di tempat kejadian pelanggaran yang terjadi
di Kawasan Tanpa Rokok.

c. Mengambil sampel kualitas udara bilamana
diperlukan, dan

d. Melaporkan kejadian pelanggaran sebagai ba-
han bagi upaya monitoring dan evaluasi serta
penegakan hukum.

(3) Satuan Tugas Pengawasan mempunyai ke-

wenangan

a. untuk masuk ke Kampus Tanpa Rokok guna
melakukan inspeksi atau pemeriksaan setiap
saat selama jam kerja atau jam operasi atau
waktu lain yang diperlukan secara wajar;
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b. untuk memeriksa dan membuat salinan dari
dokumen, catatan, pembukuan, catatan, file,
termasuk file elektronik, atau dokumen lain
dari pejabat yang berwenang, yang dipercaya
berisi informasi yang relevan untuk itu.

c. untuk mewawancarai setiap orang yang diper-
caya memiliki informasi yang relevan untuk
membuat penentuan kepatuhan;

d. untuk mengambil tindakan lain yang wajar
atau yang diperlukan untuk memastikan pera-
turan ini efektif.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum

Pasal 13
(1) Penegakan hukum dilakukan dalam upaya
menindaklanjuti adanya laporan-laporan pelang-
garan yang terjadi di Kampus Tanpa Rokok atau
berdasarkan temuan lapangan di Kampus Tanpa
Rokok dalam bentuk:

a. memberikan peringatan tertulis kepada
Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Unit
Kerja.;

b. mengumumkan kepada publik Kampus perihal

Unit kerja KTR yang tidak efektif;

(2) Ppenegakan hukum sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) dilakukan oleh Tim Kerja KTR;

BAB VI
KONSULTASI BERHENTI MEROKOK
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Rektor dapat membentuk Unit Konsultasi Ber-
henti merokok untuk civitas academika maupun
warga masyarakat yang ingin berhenti merokok.
(2) Pembentukan Unit Konsultasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling
dan/atau rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan
rokok.

(3) Informasi yang terkait mengenai konseling
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan petunjuk teknis pelaksanaan konseling.
(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit
Kerja di lingkungan Kampus diharapkan untuk
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menginformasikan unit konsultasi berhenti mero-
kok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
civitas academica.

Pasal 15
(1) cvitas academica dan masyarakat dapat ber-
partisipasi dalam terwujudnya Kampus Tanpa
Rokok;
(2) Partisipasi sebagaimana yang dimaksud da-
lam ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan;
kelompok; badan hukum; badan usaha, lembaga;
dan organisasi.*
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diarahkan untuk
a. menggunakan hak asasinya agar terlindungi
dari paparan asap rokok orang lain;
b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang
berwenang atau pengawas dalam mengawasi ter-
laksananya Kampus Tanpa Rokok

Pasal 16
Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui:
1. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan
pertimbangan berkenaan dengan pemantauan
dan pelaksanaan kebijakan Kampus Tanpa Rokok.
2. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan
penyuluhan serta penyebar luasan informasi ke-
pada masyarakat mengenai Kampus Tanpa Rokok.
3. Mengingatkan atau menegur perokok untuk ti-
dak merokok di Kampus Tanpa Rokok.
4. Mengajukan keluhan atau pengaduan kepada
Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja
Kampus Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.

4 Kalimat “kecuali Industri Rokok” bisa ditambahkan apabila diang-
gap memungkinkan pada konteks spesifik daerah masing-masing
sehingga sebagai konsekuensinya maka harus juga ditambahkan
definisi “Industri Rokok” pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum di
antara definisi “Setiap Orang” dan “Rokok” Adapun definisi yang
direkomendasikan adalah sebagai berikut: Industri rokok adalah
setiap pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Repubik Indonesia baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan usaha yang
berkaitan langsung atau tidak langsung dengan produk tembakau
termasuk tetapi tidak terbatas pada produsen, distributor, atau

importir;



BAB VII
SANKSI

Pasal 17
(1) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimak-
sud pada Pasal 5 adalah sanksi sebagaimana dia-
tur dalam peraturan tata-tertib yang berlaku di
lingkungan Universitas ... .
(2) Sanksi atau pelanggaran sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Teguran lisan untuk mematikan rokoknya

b. Teguran lisan tercatat oleh Petugas bagi civi-
tas academica.

c. Perintah untuk meninggalkan kawasan Kam-
pus Tanpa Rokok

(3) Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan
oleh civitas academica di lingkungan Kampus
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka akan
dikenakan sanksi yang berlaku di lingkungan
Kampus.

(4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Unit
Kerja dapat memberikan sanksi tambahan berupa
denda dan/sanksi lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
(1) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Unit
Kerja KTR wajib mewujudkan Kampus Tanpa Rokok
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah
Peraturan ini berlaku.
(2) Tenggang waktu selama satu tahun se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan un-
tuk mensosialisasikan peraturan ini.
(3) Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (2) ter-
masuk di dalamnya tetap melaksanakan Kam-
pus Tanpa Rokok dengan memberlakukan pen-
gawasan terhadap adanya pelanggaran dengan
sanksi teguran akan tetapi belum diberlakukan
sanksi tata tertib Kampus.

(4) Setelah masa sosisalisasi ini berakhir maka
“tempat khusus merokok” yang dibangun dalam
periode ini dapat dibongkar.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19
(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetap-
kan dengan ketentuan bahwa apabila di kemu-
dian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
(2) Keputusan ini akan ditinjau setiap tahun un-
tuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berke-
lanjutan, efektif dan mutakhir.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ... 2017
Prof. Dr. ....

NIP 123456778910

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;

. Sekretaris Universitas;

. Para Dekan Fakultas;

. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana;
. Ketua Program Vokasi;

. Ketua Badan Penjamin Mutu Akademik;

. Para Direktur;

. Para Kepala Kantor
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Lampiran 1
(Contoh Tanda Larangan Merokok):

DILARANG
MEROKOK

Merokok atau menghisap asap rokok
dapat membahayakan kesehatan anda

Wilayah Kampus Ul adalah
Kawasan Tanpa Rokok
kecuali pada area yang
diberikan tanda

“Area Merokok”

SMOKE-FREE ZONE

To maintain good health and a headling
environment, this campus is smoke free.

Smoking is prohibited in and
around all facilities and property,
including sidewalks and
parking areas.

Thank you for not smoking.

UCDAVIS

This includes electonic cigareties

BEGINNING AUGUST 1, 2016: For the health of our stucgents,
Bmpicyees, vendors and visipns smioking i not pemitiod on this

campus. This inchudes all bulldings, parking lots and grounids oy T Py T e
' - kit " Amarillo College

For Qur
SMOKE-FREE

THE UNIVERSITY OF UTAH
SIMPLY
TOBACCO @
FREE




[Sertakan peta kampus yang secara
jelas menunjukkan semua area Kawasan
tanpa Rokok dan jika ada di mana spot
merokok]

“ohn 4
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Parking (arge
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[diizinkan di area merokok yang ditunjuk di luar ruangan].

Lampiran 2 (Contoh Tanda Area Khusus Merokok):

DESIGNATED
- SMOKING

Peringatan! Merokok atau menghisap asap rokok

dapat membahayakan kesehatan anda D ESIG N AT E D AR EA
Wilayah Kampus Ul adalah SM 0 KIN G PLEASE USE

Kawasan Tanpa Rokok CIGARETTE BINS
:;;::"ai:(iaza:!aa“:;ea yang A R EA PHU\"DED

“Area Merokok”













